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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesual
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013 maka
perlu dilakukan perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah
Tingkat Il Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah



diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 24 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2012 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula
berjumlah Rp. 913.804.071.579,00 bertambah Rp. 116.295.657.651,00
sehingga menjadi Rp. 1.030.099.729.230,00 dengan rincian sebagai

berikut:
1. Pendapatan
a. Semula Rp. 790.626.631.964,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 31.475.191.050,46
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 822.101.823.014,46
2. Belanja
a. Semula Rp. 882.304.071.579,00
a. Bertambah/(berkurang) Rp 107.025.957.651,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 989.330.029.230,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp.(167.228.206.215,54)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1).Semula Rp. 123.177.439.615,00
2).Bertambah/(berkurang) Rp. 84.820.466.600,54
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.207.997.906.215,54




b. Pengeluaran
1). Semula Rp. 31.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 9.269.700.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 40.769.700.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp.167.228.206.215,54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1). Semula Rp. 28.164.173.257,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 2.305.480.401,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 30.469.653.658,00
b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp. 580.694.550.255,00

2).Bertambah/(berkurang) Rp. 43.952.431.649,46

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah perubahan Rp. 624.646.981.904,46
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula Rp.181.767.908.452,00

Bertambah / (berkurang) Rp. (14.782.721.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp.166.985.187.452,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak daerah

1). Semula Rp. 5.212.500.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 479.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan Rp. 5.691.500.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah
1). Semula Rp. 3.132.144.332,00
2). Bertambah /(berkurang) Rp. (385.347.885,00)
Jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan Rp. 2.746.796.447,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1). Semula Rp 3.280.000.000,00
2). Bertambah /(berkurang) Rp (48.642.789,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
setelah perubahan Rp. 3.231.357.211,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1). Semula Rp. 16.539.528.925,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 2.260.471.075,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
setelah perubahan. Rp. 18.800.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :



a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula Rp.160.330.589.255,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 43.952.431.649,46

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah perubahan Rp.204.283.020.904,46
b. Dana Alokasi Umum

1). Semula Rp.383.383.301.000,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan Rp.383.383.301.000,00
c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula Rp. 36.980.660.000,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah perubahan Rp. 36.980.660.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula Rp. 0,00
2). Bertambah /(berkurang) Rp. 23.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah
perubahan Rp. 23.500.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1). Semula Rp. 90.327.908.452,00
2). Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 90.327.908.452,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula Rp. 39.740.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 11.717.279.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah
perubahan Rp. 51.457.279.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
1). Semula Rp. 1.700.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya setelah perubahan Rp. 1.700.000.000,00
e. Sumbangan pihak ketiga
1). Semula Rp. 50.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. (50.000.000.000,00)
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga
setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1). Semula Rp. 375.608.933.059,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp 21.140.338.437,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan Rp. 396.749.271.496,00




b. Belanja Langsung

1). Semula Rp. 506.695.138.520,00
2). Bertambah / (berkurang) Rp. 85.885.619.214,00
Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp. 592.580.757.734,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp. 333.876.398.759,00

2). Bertambah / (berkurang) Rp. 18.688.587.087,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp. 352.564.985.846,00
b. Belanja Hibah

1). Semula Rp. 8.949.518.000,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 3.749.767.000,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan Rp. 12.699.285.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp. 3.291.510.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 3.291.510.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa

1). Semula Rp. 834.464.433,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (5.464.433,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa
setelah perubahan Rp. 829.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa
1). Semula Rp. 406.741.500,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

setelah perubahan Rp. 406.741.500,00
f. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp. 2.000.000.000,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
g. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)

1). Semula Rp. 24.957.749.150,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Alokasi Dana Desa

setelah perubahan Rp. 24.957.749.150,00
h. Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

1). Semula Rp. 417.232.217,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. (417.232.217,00)

Jumlah Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
setelah perubahan Rp. 0,00



(3)

i. Belanja Upah Pungut PBB

1). Semula Rp. 875.319.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp (875.319.000,00)
Jumlah Belanja Upah Pungut PBB

setelah perubahan Rp. 0,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp. 23.096.989.625,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 4.350.122.580,00

Jumlah Belanja Pegawali

setelah perubahan Rp. 27.447.112.205,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula Rp. 168.866.684.431,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 29.372.456.032,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp. 198.239.140.463,00
c. Belanja Modal

1). Semula Rp. 314.731.464.464,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 52.163.040.602,00

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp. 366.894.505.066,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 207.997.906.215,54

1). Semula Rp. 123.177.439.615,00
2). Bertambah /(berkurang) Rp. 84.820.466.600,54
Jumlah Penerimaan

setelah perubahan Rp. 207.997.906.215,54

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 40.769.700.000,00

1). Semula Rp. 31.500.000.000,00
2). Bertambah /(berkurang) Rp. 9.269.700.000,00
Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan Rp. 40.769.700.000,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 206.128.206.215,54

1). Semula Rp. 120.577.439.615,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 85.550.766.600,54

Jumlah SiLPA tahun anggaran

setelah perubahan Rp. 206.128.206.215,54
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 1.269.700.000,00

1). Semula Rp. 2.000.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (730.300.000,00)

Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 1.269.700.000,00



c. Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi/Penyertaan Modal sejumlah
Rp. 600.000.000,00

1). Semula Rp. 600.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi/Penyertaan Modal
setelah perubahan Rp. 600.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp.39.500.000.000,00

1). Semula Rp. 29.500.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah

daerah setelah perubahan Rp. 39.500.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 1.269.700.000,00

1). Semula Rp. 2.000.000.000,00

2). Bertambah /(berkurang) Rp. (730.300.000,00)

Jumlah Pemberian Pinjaman

setelah perubahan Rp. 1.269.700.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

dari :

1. Lampiranl Ringkasan Perubahan APBD;

2. LampiranIl Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

5. LampiranV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah  Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan,;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun
anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;



Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

Zpatld tangeal 23 September 2013
AN
‘ ) ;\ )\ IN
\ ~~ "% ’
v,

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 23 September 2013
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